SALINAN

laial

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 89/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Batang Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37
Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 720);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1057);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1125);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1126);

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 7 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
UmumNomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1373);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor 77 /Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor
14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Tahun 2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor:
44 /Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016  Tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Tahun 2017,

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang tanggal 25 Oktober 2016.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

: KEPUTUSAN KOMISI

MEMUTUSKAN:

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

: Menetapkan nomor urut keempat Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Batang Tahun 2017 sebagai berikut:

Nomor ; . .
et Calon Bupati Calon Wakil Bupati
1 H. Wihaji, S.Ag, M.Pd Suyono, S.IP, M.Si
dr. Lafran Pancaputranto, " :
2 SpOG(K) H. Nurhaji Slamet Urip
3 A.S. Burhan Acara Ariani, S.Psi
+ Akhmad Faizin, ST Erna Yuniwati

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2016 pada Dana Hibah untuk
Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2017.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd.

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
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